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3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentan
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuang:ag
Negara (Lembaran Negara Rrepublik Indonesia T‘;-:ahlflzl1
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

'EJI

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang
Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 5429);

/. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4855);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);
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10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun

_ . 20

Pengelol_aan Keuangan Daerah (Lembaran Negaoms Rierrta:}g
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Impubabrhk
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); -~

11.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentan
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembarag
B Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20
s 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
B 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

3 Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara
B Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78 Tambal L___‘* paaTi

ik : : 1R55)-
e Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);

= 12.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tent:
R Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

.-'- o - 1 B
i B ¥ Ii

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tah 1n 2006 Nomor
3 25, Tambahan Lembaran Negara Republik In ) ]
. 4614); grs o
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ks 13.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahtmﬁ ten
< Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Ne
3 Republik Indonesia Tahun 2010 Nomorl’-_f;_’  Tamt

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9. t"“a]# o
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14 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara '”'5?"‘%?"3':*" Ind
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembarai
Republik Indonesia Nomor 5219); B

15 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiz
Nomor 5272); ¥

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
tentang Pedoman  Pen gelolaan  Keuangan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir d
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahur
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan M
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negare
Indonesia Tahun 2011 Nomor 301);

Ll

17.Peraturan Menteri Dalam Negeri.
2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaa
Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negar
Indonesia Tahun 2011 Nomor 1425);

18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 201
tentang Pedoman Pemberian Bantuan ‘Sosial d T
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanj: el
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tenta eidr
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Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37
tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosig]
dan Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 1425);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesm ‘Tahun 201
Nomor 1425); R B o 1T

20. Peraturan Daerah Kabupaten _?é;;;-':;'r;- as Utara
Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaar

Daerah Kabupaten Musi Rawas | *_,_, baran Daeralt
Kabupaten Musi Rawas Utara hn 2017 Nomoc

1__

21.Peraturan Daerah Kabupaten Mu | Rawas Utara Normr
Tahun 2017 tentang Pengelolaz
Kabupaten Musi Rawas Ute q,, # AT
Kabupaten Musi Rawas Utara Tahu z;,;_._t_ﬁ: 17 Nomc

MEMUTUSKAN :

=

. .‘.;,__.
Sl 1
AVL

setapkan : PERATURAN  BUPATI  TENTANG
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN‘ N

BERBASIS AKRUAL.

aL"

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengar
1. Kabupaten adalah Kabupaten Mu " as Uta

2. Pemerintah Kabupaten adalah ..;,
Rawas Utara.

.‘ F.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawa i al

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah a]
adalah DPRD Kabupaten Musi S

Ef ;
=
d

S. Anggaran Pendapatan dan Be anja Daerah,
disingkat APBD adalah rencan& 1?"} "hune
pemerintahan daerah yang dibahas da;n dlse. ujui .[i ersam
oleh pemerintah Kabupaten dan DPRD d "‘.‘ h“.m |
dengan Peraturan Daerah.

‘' ';.7'.- !
5 4Tl &
.‘—. -" '_-.'_'I. -
;=

b l\.,‘_..n"'l' v
P ver W4 .

- i - 3 i
..‘.'-"‘*'F -..'_-l::; "l"; Jail " o
Sl e .'$‘ '.1".:!-'. } - >
st Ly et R
TR A L :

kgt - i i... ]

Scanned by TapScanner



6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewaiib
an
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan ;]:laeral? a;;;h
dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala benmﬁ
kekayaan yang berhubungan dengan hak dan k
daerah tersebut. ol

7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan

E yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan
| daerah. |

8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD
adalah perangkat daerah pada pemerintah kabupaten sele u .

pengguna anggaran/pengguna barang. i
& 9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah - “r’ "';"-f;zy;n,w,_,x a
disingkat SKPKD adalah perangkat claerah_ :‘s"“” - peme: intah
, daerah selaku pengguna anggaran/ pengguﬁ rang, yang
juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ..-.y F"f' - f’t!_f 1_1~m

L
& g - ] "'-
p— - ! 4

disingkat PPKD adalah kepala satuan 1;9,1' pengelola
keuangan daerah yang selanjutnya dlsebu C,;-gf_m_n_ kepala
SKPKD yang mempunyal tugas rnelaks‘l_-. J?au }hﬂ_y;rbm-~

APBD dan bertindak sebagai bendahara un

.ﬂ
[ 5 e L "r 4
! A111
: : = -
“In

11. Bendahara Umum Daerah yang selan_]u -’H__,
adalah PPKD yang bertindak dalam f’ ‘hh pasitas se
bendahara umum daerah. L ENE

12. Pengguna Anggaran adalah pejabat [ H k

penggunaan anggaran untuk melaksanake n tugas pok kok dar
fungsi SKPD yang dipimpinnya. B |

| 13. Kuasa Bendahara Umum Daerah +*;;.jf___ tnya disingka

r Kuasa BUD adalah pejabat yang u__m‘l_u ‘kuasa tu

| - melaksanakan sebagian tugas BUD.

14. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pej bat yang dibe
untuk melaksanakan sebagian -,w enar D
anggaran dalam melaksanakan seb giar

Jh.

SKPD. 4

-.-I.J-I e e

W
E
E
-
'I i

15. Entitas Pelaporan adalah unit pem ntahan yang
satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pela
menurut ketentuan peraturan pa ar
menyampaikan laporan perta_nggu,n AW
keuangan.

16. Entitas Akuntansi adalah unit ‘f;u 1 |
anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya
menyelenggarakan akuntansi dan ‘menyusun
keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan
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17.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang dacrah_
yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menamp
seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk mﬂmha“;é
seluruh pengeluaran daerah.

18. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat
penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala
daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan
digunakan untuk membayar seluruh pﬁngeluaran daerah pada

bank yang ditetapkan. B U

19. Bank Umum adalah bank yang melaksana ,ﬁ,,. iata n usah
secara konvensional dan/atau berdasar __ ne {;LL‘L,'_"_‘:_{Ei syariah
yang dalam kegiatannya memberikan ]asa- dalam lalu lintas
pembayaran. |

= Y
E -l' f'."'

20. Rekening Penerimaan adalah rekening yan o digunakan

> -u_-..- f...-,;n. Lwclid WUillitian
menampung penerimaan daerah setiap hari.
___”_?L-. .

21. Rekening Pengeluaran adalah rekening yang !_,,:‘L{; dengan dane
yang bersumber dari Rekening Kas U uﬁm ,,:’,__
membiayai kegiatan Pemerintah Daerah yang telah d
dalam APBD. B

22. Akuntansi adalah proses identifikasi, pen :L,;'Lf_L n, penguku
pengklasifikasian, pengikhtisaran tran ksi dan
keuangan, penyajlan laporan, serta -..1 F-*-.n rpretas
hasilnya. 2N

23.Standar Akuntansi Pemerintahan, yan S |
SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalarm
menyusun dan menyajikan laporan keu i‘-.g;;; merintak

24.Pernyataan Standar Akuntansi  Pem

selanjutnya disingkat PSAP, adalah *'m.;
nomor, dan tanggal efektif.

25. Kerangka Konseptual Akuntansi Pcm
dasar penyusunan dan pengembangal
Pemerintahan, dan merupakan a aE

an bac

Akuntansi Pemerintahan, penyu 1. un
pemeriksa, dan pengguna laporan Kk
pemecahan atas sesuatu masalah ya

Pernyataan Standar Akuntansi .m er

26. Interpretasi Pernyataan Standar

B yang selanjutnya disingkat IP ‘ﬁ’ \P dalah

klarifikasi, dan uraian lebih lanjut at:’as i" SAP. B uletin

e SAP adalah informasi yang berisi pcn_]elaaan teknis akuntansi
sebagai pedoman bagi pengguna. B
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27. Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual
yang mengakui pendapatan, beban, aset, ut
dalam pelaporan finansial berbasis akrual
pendapatan, belanja, dan pembiayaan d
pelaksanaan anggaran berdasarkan basis
dalam APBN/APBD.

adalah SAp
ang, dan ekuitas
serta mengakyj
alam pelaporan
yang ditetapkan

28. Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematik
dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain
untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi

sampal dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi
pemerintah.

29. Kebyjakan Akuntansi yang selanjutnya disingkat KA adalah
prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-
aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu

entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajan laporan
keuangan. "

30. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual adalah
Kebijakan Akuntansi yang berdasarkan prinsip-prinsip, dasar-
dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktek-praktek
spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam
penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang
menyatakan bahwa dan/atau aset, kewajiban dan ekuitas
dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau
pada saat kejadian atau kondisi lingkungan yang berpengaruh
pada keuangan Pemerintah Daerah, tanpa memperhatikan
saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

BAB II
PRINSIP DAN DASAR PENYUSUNAN SISTEM
AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

Sistem akuntansi pemerintah Kabupaten merupakan suatu
instrumen untuk mengoperasionalkan prinsip-prinsip akuntansi
yang telah ditetapkan dalam SAP dan kebjjakan akuntansi
pemerintah daerah.

Pasal 3

Sistem akuntansi pemerintah daerah (SAPD) menunjukkan
rangkaian proses akuntansi yang terdiri dari proses identifikasi
transaksi keuangan, menjurnal ke dalam buku jurnal,
memposting ke buku besar, menyusun neraca saldo, menyusun
kertas kerja konsolidasian, dan diakhinn dengan penyusunan
laporan keuangan,
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BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Sebagai sebuah  pedoman, SAPD  menjelas

melakukan apa dan menegaskan tentang transai(m al;aansajaiir:f:a
dicatat dan bagaimana mencatatnya. Pada prinsipnya, SAPS
disusun agar para petugas yang menjalankan fungsi akuntans;
dapat memahami dan menjalankan proses akuntansi dengan baik

dan benar.

Pasal 5

Ketentuan Komponen Utama Sistem Akuntansi Pcﬂﬁrm
Daerah (SAPD) Kabupaten Berbasis Akrual u gaimana

5 tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampi 1_ '*__ __a I \,';.'_3;.1_}3'
B merupakan bagian tidak terpisahkan dan Perature ' ﬂj‘i_;,jf ini,
terdiri atas : | alie S
g 1. Lampiran | - Pengantar Sistem Akuntanm“ ,(,mf.,.w__w h
A0 Daerah Berbasis Akrual o
2. Lampiran Il . Sistem Akuntansi Pendapatan
' 3. Lampiran III - Sistem Akuntansi Transfer
4. Lampiran IV . Sistem Akuntansi Kas dan ! J};I:;’ Kas
5. Lampiran V - Sistem Akuntansi Prutang |
@ 6. Lampiran VI . Sistemn Akuntansi Investasi P :
3 7. Lampiran VII - Sistem Akuntansi Dana Cad’ ingan
% 8. Lampiran VIII . Sistem Akuntansi Persediaan
AR 9. Lampiran IX - Sistem Akuntansi Beban dé ‘“i“_ Belanja
10. Lampiran X - Sistem Akuntansi Aset Te —1.'
; 11. Lampiran XI . Sistem Akuntansi Aset Lainnya
o 12. Lampiran XII - Sistern Akuntansi Penyu L‘hnu-‘._:,_*
g Dan Amortisasi Aset Tak B “"j“":“-"'
3 13. Lampiran XIII - Sistem Akuntansi Pembl yaarn

14. Lampiran XIV . Sistem Akuntansi Kewajiban

15. Lampiran XV . Sistem Akuntansi Korek tilw—l salaha

16. Lampiran XVI - Sistem Akuntansi Lapor nu {onsoli

R 17. Lampiran XVII - Sistem Akuntansi Pemer Lnr-}”h Daer '-'.{ )

'*'-v: e : Simulasi SKPD

| % 18. Lampiran XVIII  : Sistem Akuntansi Pem rintah Daerah
Simulasi PPKD X

19. Lampiran XIX - Sistem Akuntansi Pe -__a-'f maai
Pengeluaran Yang 1 aE» k Melalu
Rekening Kas UmumB erah (RKUL

Ay
2 e
4 ’

Pasal 6
~ Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Ber
S mengatur tahapan penyusunan penyajie _-
,! -merintah Kabupaten dalam rangka
 akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh pe
#n dangan.

_!.. 1

"'-_

-
-
- e

- i E
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Pasal 7

Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten mengatur tahapan

penyusunan laporan keuangan pemerintah Kabupaten dimulaj
dari memahami proses bisnis pada pemerintah Kabupaten
khususnya terkait siklus pengelolaan keuangan daerah. |

Pasal 8 TR R RS
. '.T - I.I 3 e o

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka
Bupati Musi Rawas Utara Nomor 41 Tahun 2014 tentang S
Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas
(Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2014
41) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

_3
=

i |r -
- L -
3

-

Pasal 9 .

Peraturan Bupati init mulai diberlakukan
laporan keuangan pemerintah kabupaten musi :
anggaran 2018. g
Agar setiap orang mengetahuinya, memer tu;;jai__in pengundangan
: Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerak
: Kabupaten Musi Rawas Utara. A

LS e

g 5

z Ditetapkan di Muara Rupit

e P
. _ = agl i

pada tanggal 02 Januard

-

B~ -

1

undangkan di Muara Rupit
da tanggal 02 Januari 2019

-

—
-

SEKRETARIS DAERAH

Ex

BUPATEN MUSI RAWAS UTARA

7) "

W

T .

1
I

BRITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 20!

- I i
i
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